SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511 28 et 28
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625 '
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NOTA-DINAS
Yth. . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari . PIlt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan . PIt. Asisten Pemerintahan dan Kesra [) '
Tanggal :
Nomor : 180/
Sifat . Segera
Lampiran D-
Hal . Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan
Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam
Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan
Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon
tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH *
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

NOTA DINAS
Yth. : Bupati Demak
Dari . Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Demak
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah

2. PIt. Asisten Pemerir&ahan dan Kesejahteraan Rakyat ‘
3. Pit. Kepala Bagian Hukum

Tanggal 2% Mei 2025

Nomor . 06897 132

Sifat . Penting

Lampiran . Satu berkas

Hal . Mohon tanda tangan Peraturan Bupati Demak tentang Nomenklatur

Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan
Keputusan Menteri PAN RB No 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu dicabut.
Berikut kami sampaikan konsep Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
yang sudah dilakukan penyempurnaan.

Untuk itu, kami mohonkan dengan hormat tanda tangan konsep Peraturan
Bupati Demak tersebut. Perlu diketahui bahwa konsep Peraturan Bupati ini telah dikaji
oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Demak,

Tri Edy o, AP, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP 197512071994021001
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
| SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

NOTA DINAS
Yth. . Bupati Demak
Dari . Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Demak
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah

2. PIt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. PIt. Kepala Bagian Hukum

Tanggal © 19 Juni 2025

Nomor . 069/189

Sifat . Penting

Lampiran . Satu berkas

Hal . Mohon tanda tangan Peraturan Bupati Demak tentang Nomenklatur

Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan
Keputusan Menteri PAN RB No 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu dicabut.
Berikut kami sampaikan konsep Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
yang sudah dilakukan penyempurnaan.

Untuk itu, kami mohonkan dengan hormat tanda tangan konsep Peraturan
Bupati Demak tersebut. Perlu diketahui bahwa konsep Peraturan Bupati ini telah dikaji
oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

Kepala Bagian Organisasi

NIP 197512071994021001
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Hasil koreksi mas wahyu
17-06-2025

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa jabatan pelaksana merupakan sekelompok jabatan
yang berdasarkan fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan;

bahwa dalam pelaksanaan pengisian jabatan pelaksana di
lingkungan: Pemerintah Kabupaten Demak, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri
Pendayagunan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabtan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi
Pemerintah serta adanya dinamika peraturan perundang-
undangan, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);



Menetapkan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adailah Bupati Demak.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Pemerintah Daerah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

.OL)



10.

11.

12.

13.

14.

(2)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/
atau menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk
mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan
Pengawas.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan
pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat
umum.

Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.

BAB II
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
Setiap  klasifikasi Jabatan  Pelaksana  berisikan
nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

a.
b.
o

Klerek;
Operator; dan
Teknisi.



Bagian Kedua
Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 4

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan
syarat dan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, digunakan sebagai acuan bagi setiap
Perangkat Daerah untuk:

penyusunan dan penetapan kebutuhan;

penentuan kelas jabatan;

pengembangan karir;

pengembangan kompetensi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan; dan

pemberhentian.

R&MoQo0 TP

Pasal 6

(1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

(2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

klasifikasi jabatan,;

nomenklatur jabatan;

tugas jabatan;

uraian tugas jabatan;

syarat jabatan,;

hasil kerja/output jabatan;

kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;

kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;

kedudukan jabatan/peta jabatan; dan

informasi faktor jabatan.

SrpEmo a0 o

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Demak.

NO JABATAN PARAF Ditetapkan di Demak
1 | SEKDA pada tanggal
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM BUPATI DEMAK,
4 | KABAG ORGANISASI

EISTI’ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR



HASIL HARMON 28-05-2025

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang
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Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,
f\&"‘"

h bahwa dalammnglslan jabatan pelaksana di lingkungan

1.

Pemerintah  Kabupaten Demak, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri
Pendayagunan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabtan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi
Pemerintah serta adanya dinamika peraturan perundang-
undangan, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti:

bahwa berdasaﬁna‘? Eertlmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a jdan huruf §, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



w

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahurn 2020 tentang Perubahan atas Peraturar
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
/ Demak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
m l\/"" DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah
'/r‘("/ dan Kecamatan.
G'\ m 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Pemerintah Daerah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/
atau menduduki jabatan pemerintahan.

8. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya axm=ée-t
mencapai tujuan organisasi y
Pimpinan Tinggi, Jabatan Ad:
Pengawas.

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelc
fungsi dan tugas pelaksanaan k
serta administrasi pemerintahan




10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

11.Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.

12. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan
pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat
umurm.

13. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.

14. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.

BAB II
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

(2) Setiap klasifikasi  Jabatan Pelaksana  berisikan
nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3
Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:
a. Klerek;
b. Operator; dan
c. Teknisi.

Bagian Kedua
Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 4

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan
syarat dan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, digunakan sebagai acuan bagi setiap imnstarrst
pemrrerinitah untuk: P 1N Vﬂ:ﬂ/\—
penyusunan dan penetapan kebutuhan; PI
penentuan kelas jabatan;

pengembangan karir;

pengembangan kompetensi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan; dan

pemberhentian.

me a0 o

Pasal 6

(1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

(2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

klasifikasi jabatan;

nomenklatur jabatan;

tugas jabatan;

uraian tugas jabatan,;

syarat jabatan;

hasil kerja/output jabatan;

kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;

kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;

kedudukan jabatan/peta jabatan; dan

informasi faktor jabatan.

T p@Eme o o

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Da '~ Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan -
berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Demak.

NO JABATAN PARAF Ditetapkan di Demak
1 | SEKDA pada tanggal
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM BUPATI DEMAK,
4 | KABAG ORGANISASI

EISTI’ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa dalam pengisian jabatan pelaksana di lingkungan

Pemerintah  Kabupaten Demak, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri
Pendayagunan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabtan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi
Pemerintah serta adanya dinamika peraturan perundang-
undangan, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

&

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Demak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Pemerintah Daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/
atau menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk
mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan
Pengawas.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

11.Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.

12. Operator adalah  klasifikasi nomenklatur jabatan
pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat
umum.

13. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana
yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.

14. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.

BAB II
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

(2) Setiap  klasifikasi Jabatan  Pelaksana  berisikan
nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:
a. Klerek;

b. Operator; dan

c. Teknisi.

Bagian Kedua
Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 4

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan
syarat dan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi
pemerintah untuk:

A

(2)

(3)

penyusunan dan penetapan kebutuhan;
penentuan kelas jabatan;
pengembangan karir;

pengembangan kompetensi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan; dan
pemberhentian.

Pasal 6

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
klasifikasi jabatan;

nomenklatur jabatan,;

tugas jabatan;

uraian tugas jabatan,;

syarat jabatan;

hasil kerja/output jabatan;

kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;

kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
kedudukan jabatan/peta jabatan; dan

informasi faktor jabatan.

Trrp® ™o a0 o

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI’ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR

NO JABATAN PARAF

1 | Plt. KABAG HUKUM T 4

KA TIM SUBSTANSI

PER-UU M
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Mengingat :1 1.
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BUPATI DEMAK,

bahwa untuk mendukung transformgéi birokrasi
yang dinamis, lincah, §an profesional di lingkungan
instansi pemerintah, {iperlukan penyederhanaan
nomenklatur jabatan pelaksana;
bahwa Peraturan Bupati Demaly Nomor 21 Tahun
2020 tentang Nomenklatir Jahatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di\Liggkungan Pemerintah
Kabupaten Demak sud tidak sesuai dengan
perkembangan dan adanya/perubahan nomenklatur

Nomor 45 Tahun 2022/ tentang Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipf

Aparatur Sipil Lingkuygan Instansi
Pemerintah, ma
21 Tahun 2020 perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana

Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6937) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6264);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016

Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

(,u

(y“' Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

W LA W tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
P i : Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah

m w"h { Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10,
, KU’J" Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak

\M‘(‘/"\ Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR

JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Demak yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas



10.

11.

12.

13.

14.

Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja
pada Pemerintah Daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan
memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di
bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi yang
terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Klerek adalah Kklasifikasi nomenklatur jabatan
pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan
administratif.

Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan
pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang
bersifat umum.

Teknisi adalah Kklasifikasi nomenklatur jabatan
pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang
bersifat spesifik.

Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan
yang menunjukkan kesamaan = karakteristik,
mekanisme, dan pola kerja.



BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

(2) Setiap  klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan
nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3
Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:
a. Klerek;
b. Operator; dan
c. Teknisi.
Bagian Kedua

Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 4

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan
berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai

kebutuhan organisasi. ) o Gtk réj\
(2) Nomenklatur jabatan pelaksana X"}b’d@;—hﬁgkungan SR
—Pemerintah Kabupaten-Demak sebagaimana tercantum “

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, digunakan sebagai acuan bagi setiap
instansi pemerintah untuk :
a. denyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. Penentuan kelas jabatan;
c. pengembangan karir;
d. Pengembangan kompetensi;
e. Penilaian kinerja;
£ ! enggajian dan tunjangan; dan
g. Pemberhentian
|

Pasal 6

(1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4



dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur
jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.

(3) Usg\l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. Klasifikasi Jabatan;
b.“Nomenklatur jabatan;
C. g’i”ugas jabatan;
d AUraian tugas jabatan;
e. {3yarat jabatan;
f.CHasil kerja/ output jabatan;
g. AKualifikasi pendidikan dan/atau profesi;
h. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
i. “kedudukan jabatan/ peta jabatan; dan
j- }nformasi faktor jabatan.
(

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2025

BUPATI DEMAK,
TTD

EIST’ANAH

Diundangkan di Demak



pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR



